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TEORI PENETEPAN HARGA DAN ISTIHSAN

Penetapan Harga

1.

Pengertian Harga

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam
beberapa terminlogi, antara lain sir al mitsl, dan thaman al-mitsl
qimah al-adl. Istilah gimah al-adl (harga yang adil) pernah digunakan
oleh Rasulullah. Istilah gimah al-adl juga banyak digunakan oleh para
hakim yang telah mengodifikasikan hukum Islam tentang transaksi
bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan,
memaksa penimbunan barang untuk menjual barang timbunannya,
membuang jaminan atas harga milik dan sebagainya. Secara umum,
mereka berpikir bahwa harga sesuatu yang adil adalah harga yang
dibayar untuk objek yang sama yang diberikan pada waktu dan tempat
diserahkan. Mereka juga sering menggunakan istilah thaman al-mits/

(harga yang setara / equivalen price).’

Dalam Majmii Fatawa, Ibn Tamiyah mendifinisikan equivalen
price sebagai harga baku (s77r), yaitu penduduk menjual barang-
barangnya dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara

dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang

1 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam, (Bandung:Pustaka Setia,2013), 211.
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khusus. Sementara dalam a/-hisbah, ia menjelaskan bahwa equivalen
price sesuai dengan keinginan atau lebih persisnya harga yang
ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas —
kompetitif dan tidak terdistori- antara penawaran dan permintaan. la
mengatakan, “Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang
normal (a/-wajh al-ma’nif) tanpa mengguunakan cara-cara yang tidak
adil, kemudian harga meningkat karena pengaruh kekurangan
persediaan  barang atau meningkatnya = jumlah  penduduk
(meningkatnya permintaan), semua itu karena Allah.” Dalam kasus
seperti itu, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga

khusus merupakan paksaan yang salah (7krah bi ghair al-haq).

Oleh karena itu, perlu ada standar harga dalam bisnis, yaitu
prinsip transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab
hal itu merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap
keadilan yang menimbulkan eksploitasi atau penindasan (kezaliman)
sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.
Harga harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjual secara
adil, yaitu penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli

memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.?

2 Ibid.,212.
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2. Dasar Hukum Yang Terkait Dengan Penetapan Harga

Islam adalah agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan
manusia diantaranya adalah aspek muamalah (ekonomi), khususnya
lagi dalam masalah menetukan harga, yang mana tidak dibolehkannya
pihak yang dirugikan baik pihak konsumen maupun produsen. Untuk
itu dalam menetukan harga suatu barang atau jasa lain-lainnya harus
disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta dapat diterima oleh
semua pihak. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, dalam surat

Asy-Syuara’ ayat 181-183:

el o Gty s (VAY) G eSS N 501 1534

O AT 2531 (3 13585 Y 2he TAT iz 2 N5 (VAY)

Artinya: 181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu
termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah
dengan timbangan yang lurus; 183. Dan janganlah kamu
merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu
merajalela dimuka bumi dengan membuat kerusakan. *

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan secara luas, bahwa dalam
transaksi jual beli bukan hanya untuk penipuan saja yang dilarang,
melainkan juga memanipulasi, memonopoli, dan mengurangi mutu,
takaran yang apabila diketahui oleh pembeli akan menimbulkan rasa

ketidak ikhlasan untuk memperoleh barang yang di belinya.

3 Departemen Agama, A/-Qur’an dan..., 374.
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Penetapan harga juga harus sesuai dengan dengan prinsip
dalam sistem ekonomi Islam ialah harus ada keadilan dan
keseimbangan. Tuntutan agar menjalankan keadilan itu terdapat

sebagai mana firman Allah:
..... leiigh Ly s g 4 30 W g

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam
menegakkan keadilan) karena Allah...” (Q.S al-Nisa’ [4] :

135)*

Identitas utama dalam usaha ekonomi ialah Islam menganut
pola bagi hasil yang dipahami bahwa akan ada bentuk keuntungan dan
kerugian yang dinikmati dan ditanggung oleh semua pihak yang
terlibat dalam usaha ekonomi tersebut. Konsep ini memberikan
gambaran tentang prinsip keseimbangan dan keadilan karena adanya
pembagian keuntungan dan kerugian yang dibagi dan ditanggung di
antara pelaku ekonomi tersebut secara seimbang dan proporsional.’
Penetapan Harga

Penetapan harga (7as7r) adalah pemasangan nilai tertentu
untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan
tidak menjerumuskan pembeli.

Prinsip dasar dalam perekonomian Islam adalah kebebasan

berusaha yang dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga batas-batas

*1bid., 100.

> Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012),

213.
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aturan yang ditetapkan syari’at. Di antara aturan terpenting yang
harus diperhatikan adalah keadilan, qana’ah, kepatuhan pada kaidah-
kaidah memperoleh laba yang baik dan halal, yaitu dalam batas

sepertiga. Hal itu didasarkan pada sabda Rasulullah saw.
23 e iy W B ghs

Artinya: “Biarkanlah sebagian orang diberi rezeki oleh Allah

SWT melalui manusia yang lain.” (H.R ath-Thabrani)®

Berdasarkan prinsip di atas, maka pada dasarnya tidak boleh
ada penetapan harga. Seorang penguasa juga tidak dibolehkan
menetapkan harga barang yang diperdagangkan di kalangan
masyarakat. Seluruh ulama sepakat menyatakan hal ini.

Mazhab Syafi’i dan Hambali konsisten berpegang pada kaidah
dasar di atas. Oleh karena itu, dalam mazhab Hambali disebutkan,
seorang penguasa tidak boleh menetapkan harga barang yang
diperdagangkan. Sebaliknya, setiap orang bebas menjual barang yang
mereka miliki (dengan harga yang disepakati di antara mereka).
Demikian pula dalam mazhab Syafi’i dikatakan, diharamkan
pematokan harga, sekalipun pada masa harga-harga barang mahal.
Contohnya adalah tindakan seorang penguasa yang memerintahkan
para pedagang untuk tidak menjual barang dagangan mereka, kecuali

dengan harga tertentu yang telah ditetapkan sehingga mempersempit

& Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 251.
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gerak para pedagang dalam mengelola barang dagangan mereka,
sementara barang-barang tersebut tidak berkenaan dengan bahan
makanan pokok.’

Akan tetapi, apabila seorang penguasa telah menetapkan harga
suatu komoditi, maka pihak yang melanggarnya, yaitu mereka yang
menjual di atas harga penetapan itu, boleh dikenakan sanksi. Hal itu
dikarenakan = mereka  terang-terangan  menentang  perintah
pemimpinnya. Tetapi, penjualan yang mereka lakukan tetap sah
karena dalam kondisi biasa seseorang tidak berhak dihalangi untuk
menjual barang miliknya dengan harga yang ia tentukan sendiri.
Sementara itu, Ibnu Rifa’ah, seorang ulama mazhab Syaifi’i dan
sebagian ulama lain membolehkan penetapan harga pada masa harga-
harga barang mahal.

Penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak
dibolehkan oleh syari’at Islam. Pemerintah apapun yang memiliki
kekuasaan ekonomi tidak memiliki hak dan kekuasaan untuk
menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah
menyediakan untuk para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual
dengan menggunakan harga yang telah disepakati bersama. 7abia’ at
(tetap) ini dapat kita lihat dari bagaimana sikap Rasulullah SAW

terhadap masalah ini. Tatkala Rasululullah SAW didatangi oleh

7 Ibid., 252.
& Ibid.
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seorang sahabatnya untuk meminta penetapan harga yang tetap.
Rasulullah menyatakan penolakannya, beliau bersabda:

N f

Y oy o A T s 35 g8 umw\}Ju;s;,idU;

(3913 sl olg) Salls Sdis JE

Artinya : “Dari Abu Hurairah berkata: Fluktuasi harga (turun
naik) itu adalah perbuatan Allah, sesungguhnya saya ingin
berjumpa dengan-Nya, dan saya tidak melakukan kedzaliman
pada seseorang yang bisa dituntut dari saya” ( HR Abu
Dawud).”

Dalam sejarah Islam masalah penentuan harga dibebaskan
berdasarkan persetujuan khalayak masyarakat. Rasulullah SAW
sangat menghargai harga yang terjadi, karena mekanisme pasar yang
bebas dan menyuruh masyarakat muslim untuk mematuhi peraturan
ini. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga
manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik.
Sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan
penawaran yang murni dan wajar, yang tidak dipaksa atau tekanan
pihak tertentu (tekanan monopolistik dan monopsonistik), maka tidak
ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Khalifah Umar bin

Khattab juga melarang mematok harga karena Rasulullah SAW

melarang menetapkan harga.!® Sebagaimana hadits yang diriwayatkan

® Abu Dawud, Shahih Sunan Abu Daud, jilid 111, No Hadits 3450, 581.
10 Lukman hakim, Prinsip-prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: PT Gelora Aksara Pranata, 2012),

169-170.
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oleh Asabus Sunan dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari

Anas ra., ia berkata: Orang-orang berkata kepada Rasulullah:
feddah & aale o 325 JW (U rednaasi b Jzgt

2
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Artinya: Wahai Rasulullah saw. harga-harga naik tentukanlah
harga untuk kami.” Rasulullah lalu menjawab: “Allah lah yang
sesungguhnya penentu harga, penahan, pembentang dan
pemberi rezeki. Aku berharap agar bertemu kepada Allah, tak
ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya
kezaliman dalam urusan darah dan harta.” ( Riwayat Ahmad,
Abu Daud, Tirmidzi, IbnuMajah, ad-Darimi, dan Abu Ya’la)'!

Rasulullah SAW menegaskan dalam hadits tersebut, bahwa
ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa suatu
kepentingan yang mengharuskan, berarti suatu perbuatan zalim,
dimana beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih samasekali
dari pengaruh-pengaruh zalim itu. Akan tetapi jika keadaan pasar itu
tidak normal, misalnya ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan
adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu itu
kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan

perorangan. Dalam situasi demikian kita dibolehkan menetapkan

11 Abu Abdullah Muhammad ibn Yazid al Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz VII, No hadits 2284,

34.
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harga demi memenuhi kepentingan masyarakat dan demi menjaga dari
perbuatan kesewenang-wenangan dan demi mengurangi keserakahan
mereka itu. Begitulah menurut ketetapan prinsip hukum.!?

Para ulama mengambil istinbath dari hadits tersebut,
haramnya intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang,
karena hal itu dianggap kezaliman. Manusia bebas menggunakan
hartaya. Membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini.
Melindungi kemaslahatan pembeli bukanlah hal yang lebih penting
dari melindungi kemaslahatan penjual. Jika hal itu sama perlunya,
maka wajib hukumnya membiarkan kedua belah pihak berijtihad
untuk kemaslahatan mereka.

Adapun mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan seorang
penguasa melakukan penetapan harga guna mencegah terjadinya hal
yang merugikan masyarakat, seperti para pedagang menaikkan harga
secara tajam dari harga normal. Dalam kondisi demikian, dibolehkan
bagi penguasa untuk melakukan penetapan harga setelah
memusyawarahkan-nya dengan pihak-pihak yang ahli dalam masalah
itu. Dengan demikian, kemaslahatan orang banyak dapat terjaga dan
harga barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat
dicegah. Landasan yang dijadikan acuan oleh ulama yang

membolehkan hal ini adalah beberapa kaidah dasar figh, yaitu:

12 Muhammad Yusuf Qardawi, Halal dan Haram Dalam Islam, (Jakarta:Bina Ilmu, 1993), 351-

352.
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5 5% 572 Y

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan™

Dan kaidah,

o

JIE jral

“Kemudharatan harus dilenyapkan.”

Juga kaidah,

(gl i) e 37 s

“Kemudharatan yang khusus dapat ditoleransi guna mencegah

timbulnya kemudharatan yang bersifat umum.’?

Akan tetapi, para pedagang tadi boleh dipaksa untuk menjual
barangnya, namun hanya dilarang menjualnya di luar harga yang telah
ditetapkan penguasa tersebut. Yaitu, harga yang dipandang oleh sang
penguasa sama-sama menguntungkan bagi penjual dan pembeli. Jadi,
para pedagang tersebut tidak boleh dihalangi untuk mencari
keuntungan, sebagaimana tidak dibolehkan baginya melakukan
tindakan yang merugikan orang banyak. Pemaksaan terhadap penjual
barang untuk menjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan

dengan firman Allah:

(YA 1 sy 2 o 52 5 035 AT Y]

13 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam..., 252.
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Artinya: ‘kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka
sama suka di antara kamu.” (Q.S : 4 ayat 29 )'

Kemudian penentuan harga dapat membawa kepada
menghilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan
harga, dan kenaikan harga berbahaya untuk orang orang fakir dimana
mereka tidak mampu membeli barang, sementara itu akan
memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan mereka
membeli barang dari pasaran gelap dengan harga yang sangat mahal
sekalipun. Dalam keadaan seperti ini kedua belah pihak terjerembab
ke dalam kesempitan dan kesulitan.!>

Ketentuan atau regulasi harga sebenarnya merupakan hal yang
tidak populer dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam, sebab
regulasi harga yang tidak tepat dapat menciptakan ketidakadilan.
Regulasi harga diperkenankan pada kondisi-kondisi tertentu dengan
tetap berpegang pada nilai keadilan. Menurut Mannan, regulasi harga
ini harus menunjukkan tiga fungsi dasar yaitu:'¢
a. Fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan

produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin
melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
b. Fungsi social dalam memelihara keseimbangan sosial antara

masyarakat kaya dan miskin.

14 Departemen Agama, A/-Qur’an dan...,33.

15 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah jus 12, (Bandung: PT Alma’arif, 1987), 102.

16 16 pygat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UII Yogyakarta, Ekonomi Islam,
(Jakarta:Rajagrafindo Persada,2008), 335
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c. Fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam,
khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi (misalnya
kejujuran, keadilan, kemanfaatan / mutual goodwill).

Secara umum, jumhur ulama juga sepakat bahwa penetapan
harga adalah kebijakan yang tidak dianjurkan oleh ajaran Islam jika
pasar dalam situasi normal. Satu dari empat madzhab terkenal yaitu
Hambali, menolak keras kebijakan penetapan harga ini. Ibn Qudamah
mengajukan dua argumentasi mengenai hal ini, yaitu: Pertama,
Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk
menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya
Rasulullah Saw. akan melaksanakannya; Kedua, menetapkan harga
adalah ketidakadilan (zu/m) yang dilarang, hal ini melibatkan hak
milik seorang, yang didalamnya setiap orang memiliki hak untuk
menjual pada harga berapapun dengan syarat bersepakat dengan
pembeliannya.

Imam  As-Syaukani berkata, “Sesungguhnya manusia
mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga
berarti penjegalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara
kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan
harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan

cara meninggikan harga. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah
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pihak wajib diberikan keluangan berijtihad kemaslahatan diri mereka
masing-masing.”!”

Dalam kondisi normal, semua ulama sepakat atas haramnya
melakukan fasir, tetapi dalam kondisi ketidakadilan terdapat
perbedaan pandangan ulama. Imam Malik dan sebagian Syafi’iyah
memperbolehkan fas 7r dalam keadaan ghala’. Kontroversi atar ulama
berkisar dua poin.

Pertama, jika terjadi harga tinggi di pasar dan seseorang
berusaha menetapkan harga yang lebih tinggi daripada harga
sebenarnya, menurut mazhab Maliki harus dihentikan. Akan tetapi,
apabila para penjual hendak menjual di bawah harga pasar (ceiling
price), ada dua macam pendapat, yaitu menurut Syafi’i atau penganut
Ahmad bin Hanbal tetap menantang berbagai campur tangan
pemerintah.

Kedua, kesimpulan harga maksimum pada kondisi normal
bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Kesimpulan dari berbagai kontroversi pendapat ulama di atas,
yaitu: '8
a. Tidak seorang pun dibolehkan menetapkan harga lebih tinggi atau

lebih rendah daripada harga yang ada. Penetapan harga yang lebih
tinggi akan menghasilkan eksploitasi atas kebutuhan penduduk

penetapan harga yang lebih rendah akan merugikan penjual.

17 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 12...,102
18 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro...,222-223
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b. Dalam segala kasus, pengawasan atas harga adalah tidak jujur.
c. Pengaturan harga selalu diperbolehkan.
d. Penetapan harga hanya diperbolehkan dalam keadaan darurat.

Dari sisi mikro ekonomi, penetapan harga ini juga dapat
merugikan  produsen, konsumen, dan perekonomian secara
keseluruhan. Surplus yang dinikmati oleh konsumen dan produsen
akan saling bertambah dan berkurang. Sebagian berkurangnya surplus
konsumen akan berpindah kepada produsen, atau sebaliknya. Namun,
ada sebagian lain yang tidak saling berpindah, melainkan benar-benar
hilang (deadweight loss) karena inefisiensi kebijakan ini. Dan
akhirnya, secara keseluruhan perekonomian akan menikmati surplus
yang lebih kecil dibandingkan dengan pada sistem pasar bebas.!®

4. Mekanisme Pasar dan Keseimbangan Harga Menurut Para Ulama

a. Abu Yusuf

Abu Yusuf atau Ya’qub bin Ibréhim bin Habib bin Khunais
bin Sa’ad al-Ansara al-jalbi al-Kiifi al-Baghdady. Abu Yusuf

mengatakan:

“Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal
yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang
mengaturnya. Prinsipnya tidak dapat diketahui. Murah

bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga

19 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Ull Yogyakarta, Ekonomi ...,337.



mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan.

Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah.

Terkadang makanan berlimpah tetapi tetap mahal, dan

terkadang makanan sangat sedikit tetapi murah.”?°

Dari pernyataan tersebut, Abu Yusuf tampaknya
menyangkal pendapat umum mengenai hubungan terbalik
antara penawaran dan harga. Pada kenyataannya, harga tidak
tergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada
kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan ataupun
penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan
ataupun peningkatan produksi. Abu Yusuf menjelaskan bahwa
ada variabel yang lainnya memengaruhi. Tetapi ia tidak
menjelaskan secara perinci. Bisa jadi, variabel itu adalah
pergeseran dalam permintaan atau jumlah vang yang beredardi
suatu Negara, atau penimbunan atau penahanan barang, atau
semua hal tersebut. Patut dicatat, bahwa Abu Yusuf
menuliskan teorinya sebelum Admin Smith menulis 7he
Wealth of Nations, yang berkaitan dengan pembahasan

tentang invisible hand, tepatnya di tahun 1977.%!

20 Abu Yusuf, a/-Kharaj, (Beirut:Dar al Ma’arif, 1979), 48.
21 Tka Yunia Fauzia,Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-
Syariah, (Jakarta:Prenadamedia Group,2014), 217.



b. Ibn Taimiyah

Ibn Taimiyah atau Taqiyuddin Ahmad bin Abdul
Halim. Ibnu Taimiyah memiliki pemahaman yang jeli dalam
suatu pasar bebas tentang harga yang ditentukan oleh
kekuatan permintaan dan penawaran. Ia mengemukakan, ’Naik
dan turunnya harga tidak selalu diakibatkan oleh kezaliman
orang-orang tertentu. Kadang-kadang hal tersebut disebabkan
oleh kekurangan produksi atau penurunan impor barang-
barang yang diminta. Oleh karena itu, apabila permintaan naik
dan penawaran turun, harga-harga naik. Pada sisi lain, apabila
persediaan barang meningkat dan permintaan terhadapnya
menurun, harga pun turun. Kelangkaan atau kelimpahan ini
bukan disebabkan oleh tindakan orang-orang tertentu.
Mungkin disebabkan oleh sesuatu yang tidak mengandung
kezaliman atau bisa disebabkan oleh kezaliman. Hal ini adalah
kemahakuasaan Allah yang telah menciptakan keinginan di
hati manusia.??

Dari pernyataan tersebut, tampak bahwa pada masa
Ibnu Taimiyah, kenaikan harga dianggap sebagai akibat
kezaliman para pedagang. Menurutnya, pandangan tersebut

tidak selalu benar. Ia menguraikan secara lebih jauh berbagai

22 Tbnu Taimiyah, Majmii Fatawa, Vol VIII (Riyad: Matabi’ al-Riyad, 1963), 583.



alasan ekonomi terhadap naik turunnya harga-harga serta
peranan kekuasaan pasar dalm hal ini.
Ibn Khaldun

Ibnu Khaldun atau Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin
Ibn Khaldun., Ibn Khaldun menuliskan judul tentang “Harga-
harga di kota-kota”. Ia membagi barang menjadi dua jenis,
yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap.
Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya
populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan
barang-barang kebutuhan pokok akan mendapatkan prioritas
pengadaannya. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini
berarti turunnya harga. Adapun barang-barang yang mewah,
permintaannya akan meningkat sejalan dengan berkembangnya
kota dan berubahnya gaya hidup. Akibatnya, harga barang
mewah meningkat. Ibn Khaldun juga menjelaskan tentang
mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan
harga keseimbangan. Secara lebih perinci, ia menjabarkan
pengaruh persaingan di antara konsumen untuk mendapatkan
barang pada sisi permintaan. Setelah itu, ia menjelaskan pula

pengaruh meningkatnya biaya produksi karena pajak dan
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pungutan-pungutan lain di kota tersebut, pada sisi

penawaran.”?

Ibn Khaldun menjelaskan dengan perinci bahwa
keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya
perdagangan, sedangkan keuntungan yang sangat rendah akan
membuat lesu perdagangan kehilangan motivasi. Sebaliknya,
bila pedagang mengambil keuntungan yang sangat tinggi, juga
akan membuat lesu perdagangan karena lemahnya permintaan
konsumen. Ibnu Khaldun juga mendefinisikan dua fungsi
utama dari perdagangan, yang merupakam terjemahan waktu

dan tempat dari suatu produk:

d. Al- Ghazali

Nama lengkap Al-Ghazali adalah Abu Hamid
Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ia adalah salah
seorang pemikir besar Islam yang dianugerahi gelar hujjat al-
Islam (bukti kebenaran agama Islam) dan zayn ad-din

(perhiasan agama).?*
Menurut Al-Ghazali walaupun tidak membahasnya
dengan menggunkan istilah-istilah modern, banyak bagian dari

bukunya yang memperlihatkan kedalaman pemikiran Al-

Ghazali tentang teori permintaan dan penawaran. Al-Ghazali

23 Tbn Khaldun, Mukaddimah al-A llimah Ibn Khladun, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), 344
24 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam...,128.



menunjuk pada kurva penawaran yang ber-slope positif ketika
menyatakan bahwa jika petani tidak mendapatkan pembeli
bagi produk-produknya, ia akan menjualnya pada harga yang
sangat rendah. Pemahamannya tentang kekuatan pasar terlihat
jelas ketika membicarakan harga makanan yang tinggi, ia
menyatakan bahwa harga tersebut harus didorong ke bawah
dengan menurunkan permintaan, yang berarti menggeser kurva
permintaan ke kiri. Ia pun memiliki wawasan tentang konsep
elastisitas permintaan ketika menyatakan bahwa pengurangan
margin keuntungan dengan mengurangi harga akan
menyebabkan peningkatan penjualan, sehingga terjadi
peningkatan laba. Al-Ghazali juga menyadari permintaan
“harga inelastis”. Dalam hal ini, ia menjelaskan bahwa
makanan merupakan kebutuhan pokok sehingga motivasi laba
hrus seminimal mungkin mendorong perdagangan makanan
karena dapat terjadi ekploitasi melalui penerapan tingkat harga
dan laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa karena
merupakan “kelebihan”, pada umumnya laba harus dicari
melalui barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan
dasar.?®

Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari

keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan.

% Al-Ghazali, Thya’ ‘Ulum Ad-Din, Juz 2, (Beirut: Ad-Da’wah), 80.
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Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam
bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam.
Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan
diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran
pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi
kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.?
e. Yahya bin Umar
Yahya bin Umar merupakan salah seorang fuqaha
mazhab Maliki. Ulama yang bernama lengkap Abu Bakar
Yahya bin Umar bin Yusuf Al-Kannani. Yahya bin Umar
melarang kebijakan penetapan harga (zas7r) jika kenaikan
harga yang terjadi adalah hasil interaksi penawaran dan
permintaan yang alami. Dalam hal demikian, pemerintah tidak
mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga. Hal ini
akan berbeda jika kenaikan harga diakibatkan oleh ulah
manusia (human error). Pemerintah sebagai institusi formal
yang memikul tanggung jawab menciptakan kesejahteraan
umum, berhak melakukan intervensi harga ketika terjadi suatu
aktivitas yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat
luas. Yahya bin Umar menyatakan pemerintah tidak boleh

melakukan intervensi, kecuali dalam dua hal, yaitu:?’

26 Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam UIIl Yogyakarta, Ekonomi..., 306.
27 Abdurrahman Al-Janidal, Manahij Al-Bahitsin fi Al- Iqtishad al- Islami, (Riyadh: Syirkan wa
An-Nas, 1406) ,118.



1)

2)

Para pedagang tidak meperdagangkan barang dagangan
yang sangat  dibutuhkan  masyarakat, sehingga
menimbulkan kemudharatan serta merusak mekanisme
pasar. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengusir para
pedagang dari pasar serta menggantikannya dengan para
pedagang lain berdasarkan kemaslahatan dan kemanfaatan
umum.

Para pedagang melakukan praktik siyasah al-ighriq atau
banting harga (dumping) yang dapat menimbulkan
persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan
stabilitas harga pasar. Dalam hal ini, pemerintah berhak
memerintahkan para pedagang untuk menaikkan kembali
harganya sesuai dengan harga yang berlaku di pasar.
Apabila mereka menolaknya, pemerintah berhak mengusir
para pedagang dari pasar.

Pernyataan Yahya bin Umar tersebut jelas

mengindikasikan bahwa hukum asal intervensi pemerintah

adalah haram. Intervensi dapat dilakukan jika kesejahteraan

masyarakat umum terancam. Hal ini sesuai sengan tugas yang

dibebankan kepada pemerintah dalam mewujudkan keadilan

social disetiap aspek kehidupan masyrakat, termasuk ekonomi.

Di samping itu, pendapatnya yang melarang praktik

tas ir (penetapan harga) sekaligus menunjukkan bahwa Yahya
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B.

bin Umar mendukung kebebasan ekonomi, termasuk
kebebasan kepemilikan. Sikap Rasulullah SAW yang menolak
melakukan penetapan harga juga merupakan indikasi awal
bahwa ekonomi Islam tidak hanya terbatas mengatur
kepemilikan khusu, tetapi juga menghormati dan menjaganya.
Tentu, kebebasan ekonomi ini bukan kebebasan mutlah seperti
yang dikenal dalam ekonomi konvensional, melainkan
kebebasan yang terikat oleh syariat Islam.?®

Kebebasan ekonomi juga berarti bahwa harga ditentukan
oleh keuatan pasar, yaitu kekuatan penawaran (supply) dan
permintaan (demand). Dalam hal ini, pemerintah berhak
mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Dengan
demikian, hukuman yang diberikan terhadap pelaku tindakan
tersebut adalah larangan melakukan aktivitas ekonominya di

pasar, bukan berupa hukuman maliyah. *°

Istihsan

1.

Pengertian /stihsan

Secara etimologi, istihsan berarti “menyatakan dan

meyakini baiknya sesuatu” tidak ada perbedaan pendapat

dikalangan ulama Ushul Fiqih dalam mempergunakan lafal

2 Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, Ekonomi Mikro Islam..., 116
29 Adiwarman Azwar Karim, Sejarah Pemikiran..., 326
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istihsan. 3°Adapun menurut ulama wshul figh, ialah meninggalkan
hukum yang telah ditetapkan kepada hukum yang lainnya, pada
suatu peristiwa atau kejadian yang ditetapkan berdasar dalil
syara’. Sebagaimana disebutkan oleh Abdul Wahab Khalaf
Istihsan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan
givas jal (yang jelas) kepada ketentuan giyas Khafi (yang samar),
atau ketentuan yang ku//i (umum) kepada ketentuan yang sifatnya
istisna’i (pengecualian), karena menurut pandangan mujtahid itu
adalah dalil (alasan) yang Ilebih kuat yang menghendaki
perpindahan tersebut. Jadi singkatnya, istihsan adalah tindakan
meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya disebabkan
karena ada suatu dalil syara’ yang mengharuskan untuk
meninggalkannya. /Istihsan adalah salah satu cara atau sumber
dalam mengambil hukum Islam. Berbeda dengan Al-Quran,
Hadits, [jma’ dan Qiyas yang kedudukannya sudah disepakati oleh
para ulama sebagai sumber hukum Islam. /stihsan adalah salah
satu metodologi yang digunakan hanya oleh sebagian ulama saja,

tidak semuanya.

. Dasar Hukum /stihsan

Para ulama yang mempertahankan istihsan mengambil

dalil dari al-Qur’an dan Sunnah yang menyebutkan kata istihsan

30 Al-Syahrasi, Ushul al-Syahrasi, (Beirut : Dar al-Kutub al-Tlmiyah,1993), 200.
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dalam pengertian denotatif (lafal yang seakar dengan istihsan)

seperti Firman Allah SWT, dalam surat Az-Zumar ayat 18:
J“Jj‘j AJJ\ VAM u.a.,\.S\ J.Jj\ w\ R J}AJ\ J5 /”:&.3::‘5“

RN

Artinya: “Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa
yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang
Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang

yang mempunyai akal”. (QS. Az-Zumar: 18)3!

Ayat ini menurut mereka menegaskan bahwa pujian Allah bagi
hambaNya yang memilih dan mengikuti perkataan yang terbaik, dan
pujian tentu tidak ditujukan kecuali untuk sesuatu yang disyariatkan

oleh Allah.
355 B 1S TG kT kg

Artinya: “Dan turutlah (pimpinan) yang sebaik-baiknya yang
telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”.... (QS. Az-

Zumar:55) 32

31 Departemen Agama, A/-Qur’an dan..., 460.
32 Departemen Agama, A/-Qur’an dan..., 464.
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Menurut mereka, dalam ayat ini Allah memerintahkan kita
untuk mengikuti yang terbaik, dan perintah menunjukkan bahwa ia
adalah wajib. Dan di sini tidak ada hal lain yang memalingkan
perintah ini dari hukum wajib. Maka ini menunjukkan bahwa Istihsan

adalah hujjah.

W . Y40 st F . Zosie sl AT T~

Artinya: Sesuatu yang dipandang baik oleh umat Islam, maka
ia juga dihadapan Allah adalah baik. (H.R. Ahmad ibn
Hanbal).

3. Macam-macam /Istihsan

Ulama Hanafiah membagi /stihsin menjadi enam macam.

Sebagaimana di jelaskan oleh al-Syatibi, yaitu:

a. Istihsan bil an-Nash (Istihsan berdasarkan ayat atau hadits). Yaitu
penyimpangan suatu ketentuan hukum berdasarkan ketetapan
qiyas kepada ketentuan hukum yang berlawanan dengan yang
ditetapkan berdasarkan nash al-kitab dan sunnah. Contoh: dalam
masalah wasiat.’*Menurut ketentuan umum wasiat itu tidak boleh,
karena sifat pemindahan hak milik kepada orang yang berwasiat
ketika orang yang berwasiat tidak cakap lagi, yaitu setelah ia

wafat. Tetapi, kaidah umum ini di dikecualikan melalui firman

33 Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Buhust i al-adillah al-Mukhtalaf fiha inda al-Ushuliyin,
(Mesir : Matba’ al-Sa-adah, 1980), 72.
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Allah Swt dalam Surat An-Nisa ayat 11 yang artinya: “setelah
mengeluarkan wasiat yang ia buat atau hutang”.

Istihsan bi al-ljma (istihsan yang didasarkan kepada ijma).yaitu
meninggalkan keharusan menggunakan qiyas pada suatu persoalan
karena ada ijma. Hal ini terjadi karena ada fatwa mujtahid atas
suatu peristiwa yang berlawanan dengan pokok atau kaidah umum
yang ditetapkan, atau para mujtahid bersikap diam dan tidak
menolak apa yang dilakukan manusia, yang sebetulnya berlawanan
dengan dasar-dasar pokok yang telah ditetapkan.’* misalnya dalam
kasus pemandian umum. Menurut kaidah umum, jasa pemandian
umum itu harus jelas, yaitu harus berapa lama seseorang harus
mandi dan berapa liter air yang dipakai. Akan tetapi, apabila hal
itu dilakukan maka akan menyulitkan bagi orang banyak. Oleh
sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa boleh
menggunakan jasa pemandian umum sekalipun tanpa menentukan
jumlah air dan lamanya waktu yang dipakai.

Istihsan bi al-Qiyds al-Khafi (Istihsan berdasarkan qiyas yang
tersembunyi). Yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan
hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan giyas yang samar, tetapi
keberadaannya lebih kuat dan lebih tepat untuk diamalkan.
misalnya, dalam wakaf lahan pertanian. Menurut qiyas jali, wakaf

ini sama dengan jual beli karenapemilik lahan telah

34 Tbid., 74.
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menggugurkan hak miliknya dengan memindah tangankan lahan
tersebut. Oleh sebab itu, hak orang lain untuk melewati tanah
tersebut atau mengalirkan air ke lahan pertanian melalui tanah
tersebut tidak termasuk ke dalam akad wakaf itu, kecuali jika
dinyatakan dalam akad. Dan menurut qiyas al-khafi wakaf itu
sama dengan akad sewa menyewa, karena maksud dari wakaf itu
adalah memanfaatkan lahan pertanian yang diwakafkan. Dengan
sifat ini, maka seluruh hak melewati tanah pertanian itu atau hak
mengalirkan air diatas lahan pertanian tersebut termasuk kedalam
akad wakaf, sekalipun tidak dijelaskan dalam akad.?*

d. Istihsan bi al-maslahah (istihsan berdasarkan kemaslahatan).
Misalnya kebolehan dokter melihat aurat wanita dalam proses
pengobatan. Menurut kaidah umum seseorang dilarang melihat
aurat orang lain. Tapi, dalam keadaan tertentu seseorang harus
membuka bajunya untuk di diagnosa penyakitnya. Maka, untuk
kemaslahatanorang itu, maka menurut kaidah istihsan seorang
dokter dibolehkan melihat aurat wanita yang berobat kepadanya.

e. Istihsan bi al-Urt (Istihsan berdasarkan adat kebiasaan yang
berlaku umum). Yaitu penyimpangan hukum yang berlawanan
dengan ketentuan qiyas, karena adanya Urf yang sudah

dipraktikkan dan sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat.

3 Nasrun Haroen, Ushul Figh 1, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 106.
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Contohnya seperti menyewa wanita untuk menyusukan bayi
dengan menjamin kebutuhan makan, minum dan pakaiannya. 3¢

Istihsan bi al-Dhanirah (istihsan berdasarkan dharurah). Yaitu
seorang mujtahid meninggalkan keharusan pemberlakuan qiyas
atas sesuatu masalah karena berhadapan dengan kondisi dhorurat,
dan mujtahid berpegang kepada ketentuan yang mengharuskan
untuk memenuhi hajat atau menolak terjadinya kemudharatan.
Misalnya dalam kasus sumur yang kemasukan najis. Menurut
kaidah umum sumur tersebut sulit dibersihkan dengan
mengeluarkan seluruh air dari sumur tersebut, karena sumur yang
sumbernya dari mata air sulit dikeringkan. Akan tetapi ulama
Hanafiah mengatakan bahwa dalam keadaan seperti ini untuk
menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukan beberapa
galon air kedalam sumur itu, karena keadaan dharurat
menghendaki agar orang tidak mendapatkan kesulitan untuk

mendapatkan air untuk ibadah.’’

% |bid., 107

37 Abu Ishak Al-Syatibi, al-Muwaffagat Fi Ushul al-Syariah, (Beirut : Dar al-Makrifah,. 1975) ,

206-208.



